
QANUN ACEH 

NOMOR 6 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l 

dan ayat (4), dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu 

pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan;  

b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan, kepastian, dan 

pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting serta peristiwa penting lainnya 

yang dialami oleh setiap penduduk, perlu tertib administrasi 

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

c. bahwa berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi 

Aceh tanggal 21 November 2006 penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Al-Idaratus Sukkaniyah) merupakan tuntutan Syari’at 

Islam yang harus dilaksanakan di Aceh; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang 

Administrasi Kependudukan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) 

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4611); 

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4674);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4736;  

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil di daerah; 

14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam 

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002     

Nomor  14, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 4); 

15. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun 

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007     

Nomor  03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 03);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 

1.   Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pencatatan 

Perkawinan bagi umat Islam, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan; 
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2.   Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia 

maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi 

Aceh; 

3.   Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara 

menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan 

keturunan.  

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu 

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

5. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang 

dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang  dalam pelaksanaan 

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.  

7. Keuchik atau nama lain adalah kepala pemerintah gampong yang 

dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat. 

8.   Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, 

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mahkamah Syar’iyah Kab/Kota  

yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil dan peristiwa penting lainnya. 

9.   Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peristiwa penting lainnya. 

10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 

pencatatan atas pelaporan Peristiwa kependudukan dan pendataan 

penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan 

Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat 

keterangan kependudukan. 

11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan 

dan perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau 

surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang 

perubahan alamat serta status tinggal terbatas, status izin tinggal 

sementara menjadi tinggal tetap. 
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12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah 

nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal 

dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk 

Indonesia. 

13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas 

keluarga  yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan 

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

14. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas 

resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami 

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. 

16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan 

peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

17. Pejabat Pencatat Peristiwa Penting lainnya adalah pejabat yang 

melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh umat 

Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Mahkamah 

Syar’iyah Kab/Kota. 

18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 

pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan 

perubahan status kewarganegaraan. 

19. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami oleh 

seseorang meliputi perwalian, masuk agama Islam, pembatalan 

perkawinan dan ruju’. 

20. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan/Mahkamah 

Syar’iyah yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan 

yang dilakukan itu tidak sah. 

21. Ruju’ adalah pernyataan melanjutkan hubungan suami isteri selama 

masih dalam masa iddah akibat dari talak rajji’ yang dilakukan 

dihadapan pegawai pencatan nikah atau pembantu pencatat nikah 

yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri.  

22. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. 


